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ABSTRAK

Nama . Dony Martinus Sihotang

Program Studi : Doktor llmu Komputer

Judul : Adopsi Sistem Informasi Desa: Ekosistem, Faktor, Model, dan
Strategi

Pembimbing . Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom, M.Kom

Ada harapan yang berkembang bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanan
kepada warga desa dengan tata kelola yang baik (good governance) melalui pemerintahan
digital untuk menjawab masalah-masalah dalam sustainable development goals (SDGSs),
seperti: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Harapan tersebut menjadi nyata
dengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa terkait adopsi Sistem Informasi Desa
(SID), sebuah aplikasi elektronik pemerintahan (e-government) yang dikelola langsung
oleh aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pemerintahan digital. Oleh karena
itu, aparatur desa harus mampu bertransformasi dengan mengubah cara kerja
konvensional melalui pemanfaatan SID. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan,
sampai saat ini adopsi SID belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Penelitian-penelitian
sebelumnya juga belum ada yang mengungkapkan secara memadai tentang adopsi SID.
Tujuan penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki beberapa
pertanyaan penelitian (PP) terkait adopsi SID: 1)ekosistem, 2)faktor, 3)model, dan
4)strategi adopsi SID. Beberapa teori (multi-teori) digunakan untuk memandu penelitian
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data, seperti: teori kelembagaan, teori
pemangku kepentingan, teori-teori adopsi teknologi, teori sumber daya, teori
keterjangkauan, dan teori kemampuan dinamis. Dengan mengadopsi pendekatan studi
kasus, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang telah
mengimplementasikan SID diseluruh desanya (144 desa). Secara gambar besar,
penelitian ini dijalankan dalam tiga fase: studi kontekstual, studi empiris, dan validasi.
Dalam studi kontekstual, ada dua systematic literature review yang dilakukan untuk
menangkap konteks penelitian. Selanjutnya, pada studi empiris, ada 47 partisipan yang
diwawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Kemudian hasil
wawancara itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Dalam fase
validasi, peneliti melakukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, peneliti
mengadakan sebuah focus group discussion untuk diseminasi hasil penelitian, dan
melanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan inter-rater reliability
serta Fuzzy Delphi Method untuk mengambil konsensus bersama para peninjau yang
terlibat dalam implementasi SID di kabupaten tersebut. Akhirnya, penelitian ini
memberikan empat hasil yaitu: sebuah ekosistem e-government di pemerintahan desa atau
ekosistem SID dengan 19 entitas; 11 faktor yang berpengaruh dalam adopsi SID; sebuah
model adopsi SID dengan 6 dimensi, dan 31 strategi adopsi SID. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberi transferability dalam adopsi SID bagi desa-desa yang ada
dalam kabupaten dengan karakteristik yang mirip dengan kabupaten tersebut, yaitu
mempunyai “predikat baik" dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE).

Keywords: Adopsi sistem informasi desa, aparatur pemerintahan desa, pemerintahan
digital, SDGs
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BAB 1
PENDAHULUAN

Baik negara maju maupun negara berkembang sedang menjalankan berbagai
strategi untuk mencapai target dari Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs
merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia,
termasuk Indonesia, yang berisikan 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat
dicapai pada tahun 2030. Salah satu target dalam SDGs adalah membangun institusi-
institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. Agenda tahun 2030 dari SDGs
juga menyajikan konsep tata kelola berbasis data (data-driven governance) dan
menyoroti tantangan dalam menyediakan data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat
diandalkan (ElMassah & Mohieldin, 2020). Pemerintah Indonesia, dalam hal ini
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga telah
melokalkan SDGs ke dalam konteks desa menjadi 18 tujuan agar memudahkan
kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa. Pelokalan
SDGs adalah proses penyesuaian strategi, pemantauan, dan evaluasi ke konteks
subnasional untuk memungkinkan pemerintah mendukung pencapaian SDGs dari bawah
ke atas (EIMassah & Mohieldin, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat mendukung
pemerintah menuju target-target SDGs. TIK memberikan banyak manfaat baik pada
sektor bisnis, industri, dan juga pemerintahan (Ahn & Bretschneider, 2011; Sanchez et
al., 2012; Glyptis et al., 2020). Salah satu perwujudan dari implementasi TIK dalam
sektor pemerintahan adalah elektronik government (e-government) yang bertujuan untuk
membuat institusi publik lebih transparan dan akuntabel (Morote et al., 2020). Menurut
Turban et al. (2018), e-government atau pemerintahan digital merupakan area aplikasi e-
commerce yang sedang berkembang dan mengacu pada berbagai tingkat pemerintahan:
kota, kabupaten, dan negara dengan tujuan utama adalah membawa institusi sektor publik

ke era digital.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan e-government atau

pemerintah digital adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
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2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal secara umum
dengan istilah e-government. SPBE ditujukan untuk mendorong efektivitas, keterpaduan,
kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Begitu gencarnya instansi pusat dan pemerintah daerah membangun berbagai jenis
aplikasi e-government telah dimulai sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Kebijakan Nasional Pengembangan
e-government. Adopsi dan implementasi e-government diharapkan tidak saja terjadi pada
level pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga terjadi hingga level mikro-pemerintahan
atau pemerintahan desa. Ini dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 yang memberikan kewenangan

pada pemerintah daerah kabupaten untuk membangun Sistem Informasi Desa (SID).

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengungkapkan bahwa SID melingkupi
data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang
berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dari lingkup
tersebut, tentunya akan ada banyak harapan dari para pemangku kepentingan dengan
kehadiran SID. Namun, jika dilihat dari posisi pemerintahan desa yang merupakan
organisasi pemerintahan terkecil, maka ada kekhawatiran terhadap pengelolaannya untuk
lebih optimal. Karena itu, adopsi SID membutuhkan tata kelola kolaboratif bersama para
pemangku. Ini membutuhkan gambaran besar terkait para pemangku kepentingan sebagai
entitas yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sehingga membentuk sebuah
ekosistem adopsi SID. Meskipun telah diatur melalui UU, adopsi SID masih mendapat
banyak tantangan. Ada pemerintahan desa yang dapat secara konsisten menjalankan SID,
namun ada pula yang tidak. Sehingga, perlu ada penelitian yang mengeksplorasi faktor
apa saja yang berpengaruh agar adopsi SID dapat terus berlanjut. Selain itu, meskipun
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diterbitkan hampir satu dekade, namun tingkat
adopsi SID dan eksistensinya yang terus berlanjut masih belum maksimal. Untuk itu perlu
ada strategi atau rekomendasi sehingga pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
dapat menjalankan adopsi SID secara lebih baik dan terarah untuk menuju target-target
dalam SDGs desa.
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Penelitian saat ini pada umumnya mengambil variabel perilaku individu untuk
mengukur niat adopsi teknologi atau e-government. Selain itu, penelitian yang ada hanya
terbatas pada faktor penentu keberhasilan adopsi e-government dari perspektif teknologi,
organisasi, maupun lingkungan. Sejauh ini, masih jarang penelitian yang mengusulkan
model adopsi e-government yang lebih holistik dengan melibatkan berbagai teori untuk
menyoroti proses institusionalisasi, tata kelola kolaboratif, karakteristik teknologi,

keterjangkauan teknologi, serta kemampuan dinamis.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat
dipahami bahwa persoalan mendasar yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah
masalah adopsi SID. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa
pertanyaan penelitian (PP) berikut:

1) Apa sajakah elemen atau entitas yang dapat terbentuk dalam ekosistem adopsi SID
dari perspektif teori pemangku kepentingan?

2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam adopsi SID?

3) Seperti apa model adopsi SID dari perspektif multi-teori yang dapat menyoroti proses
institusionalisasi, tata kelola kolaboratif, karakterstik teknologi, keterjangkauan
teknologi, serta kemampuan dinamis?

4) Apa saja strategi yang harus dijalankan dalam adopsi SID?
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Desa (SID)

Dilihat dari terminologinya, Sistem Informasi Desa terdiri dari dua bagian yaitu
“sistem informasi” dan “desa”. Berdasarkan beberapa definisi para ahli, definisi “sistem
informasi” berfokus pada dua cara berbeda yang menggambarkan sistem informasi:
komponen-komponen yang menyusun sebuah sistem informasi dan peran komponen
tersebut dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang dimaksud adalah teknologi
(perangkat keras, perangkat lunak, data), orang-orang, dan proses (Bourgeois, 2019).
Sekumpulan komponen tersebut saling terkait sehingga dapat mengumpulkan (atau
mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi (Laudon, 2014).
Sehingga secara sederhana Sistem Informasi Desa (SID) dapat diartikan sebagai sistem
informasi dalam konteks desa yang memiliki komponen mulai dari teknologi, orang-
Tahun 2014 Tentang Desa pasal 86 ayat 3 yang menyebutkan bahwa SID meliputi

fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Selanjutnya, SID merupakan sebuah platform yang dapat menjangkau berbagai
kebutuhan data pemerintahan desa. Ini dapat dianalogikan dengan sebuah mobil pick up
yang dapat memuat berbagai hasil bumi, atau sebuah platform yang generik seperti
pengolah kata. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal
86 ayat 4 menyebutkan bahwa SID memuat data desa, data pembangunan desa, kawasan
perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan

pembangunan kawasan perdesaan.

Adapun yang membedakan SID ini dengan platform atau aplikasi sistem informasi
lainnya yang berbasis data desa, yaitu SID dikelola sendiri oleh pemerintah desa dan
dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Ini juga

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 86 ayat 5.
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SID yang dikelola oleh pemerintahan desa ini juga mempunyai lima prinsip yaitu:

partisipatif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.1. Tujuan dan manfaat SID

Apapun bentuk SID di setiap pemerintahan desa, pengembangan SID tersebut

haruslah mempunyai tujuan untuk menghasilkan:

1)

2)

3)

4)

Pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat: sistem pengelolaan data dan
informasi yang mendukung pelayanan, administrasi, dan pelaporan; yakni
mempunyai kegunaan praktis untuk mempermudah pekerjaan pemerintah desa.
Misalnya: SID membantu pemerintah desa memberikan layanan kependudukan,
membantu memproses berbagai administrasi surat menyurat, dan membuat laporan
pengelolaan keuangan desa yang akurat dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas: pengelolaan data dan informasi yang baik akan
mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar dasar tata kelola
yang baik. Sistem informasi perlu dirancang sedemikian rupa supaya selalu ada
informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan pemerintahan
desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, baik secara
horizontal dalam lingkungan desa maupun vertikal ke kecamatan dan kabupaten.
Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti: informasi serta data yang berkualitas
dan selalu diperbaharui akan sangat membantu perencanaan pembangunan dan
penganggaran. SID harus dapat menangkap permasalahan di desa dan memberikan
masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, baik untuk program-
program tingkat desa sendiri maupun untuk program-program dari supra desa.
Perlindungan sosial akan tidak maksimal jika data sasaran tidak akurat karena tidak
diperbaharui secara teratur.

Memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil: SID sekaligus berfungsi memenuhi
kebutuhan pemantauan dan evaluasi bagaimana anggaran desa digunakan (output),
hasilnya (outcome), dan dampaknya. Pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat

dilakukan oleh warga desa, pemerintahan desa sendiri, dan lembaga supra desa.
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Dengan tujuan seperti diuraikan diatas, informasi dan data kritis yang perlu tersedia dalam

SID meliputi beragam isu seperti yang terdapat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ragam Kebutuhan Data dan Informasi dalam SID

Data dan informasi

Isi

Kependudukan Keadaan dan perubahan: daftar penduduk desa, pencatatan kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, tingkat pendidikan, kepemilikan
identitas hukum, dan pekerjaan.

Pendidikan Kondisi khusus pendidikan anak-anak usia sekolah, termasuk status
bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah.

Kesehatan Data dan informasi wabah, penyakit endemik, data ibu hamil, data anak
balita dan status gizi, angka kematian ibu dan bayi. Juga informasi mengenai
fasilitas dan tenaga kesehatan tingkat desa.

Kondisi  sarana dan | Perumahan, air bersih, dan sanitasi; menggambarkan keadaan perumahan

prasarana dasar menurut kelayakan kesehatan lingkungan, termasuk akses air bersih dan
fasilitas sanitasi.

Kemiskinan dan | Identifikasi rumah tangga berdasarkan status sosial ekonomi, khususnya

kerentanan rumah tangga miskin dan rentan, termasuk yang dikepalai oleh perempuan
dan/atau disabilitas, penerima program perlindungan sosial.

Pembangunan Perencanaan: data rencana pembangunan jangka menengah, rencana
tahunan; hasil kegiatan-kegiatan pembangunan; dan inventaris proyek.

Keuangan desa Data anggaran desa, penggunaan anggaran, dan penyertaan modal oleh
desa.

Aset desa Daftar aset dan perubahan aset desa, keadaannya, status penguasaan, baik
merupakan sarana prasarana fisik maupun nonfisik (misalnya penyertaan
modal).

Organisasi Menggambarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa

kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatannya.

Kegiatan ekonomi | Menggambarkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat, kegiatan pertanian,

masyarakat industri, perdagangan, termasuk kepemilikan lahan.

Informasi Kawasan | Sarana prasarana kawasan, tata guna lahan, dan lingkungan.

perdesaan

Sumber: KOMPAK (2017)
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Secara umum, SID meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan,
serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan
kawasan perdesaan. Sehingga walaupun berbeda-beda pengembang, namun SID

memiliki tujuan dan manfaat yang relatif sama, seperti yang telah diamanatkan UU Desa.

2.1.2. Bentuk SID

Perlu dibedakan antara SID yang dikelola oleh pemerintah desa dengan sistem
monitoring dan evaluasi desa yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan
lembaga supra desa yang pada dasarnya mengumpulkan berbagai data dan informasi
tentang desa dan warga desa. Instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi desa tersebut
antara lain Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dari Kemendagri, Podes-BPS, Indeks
Desa Membangun (IDM) dari Kemendesa PDTT, dan monitoring yang datang dari
berbagai sektor. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh instrumen-instrumen tersebut
umumnya tidak disimpan dan dipergunakan desa sendiri dalam operasional dan

perencanaan pembangunan.

SID yang diadopsi oleh desa-desa di Indonesia mempunyai beragam nama, isi,
penggunaan, dan pengembangnya. Tabel 2.2 menunjukkan ragam bentuk SI di
pemerintahan desa (KOMPAK, 2017).

Tabel 2.2. Ragam Bentuk SID

desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan

Nama Penggunaan Isi Institusi pengembang
(Pedoman) Sumber data dan Data pemerintahan Kemendagri
Administrasi Desa | informasi pemerintahan umum, kependudukan, (Permendagri

pembangunan, keuangan,

kegiatan BPD, lembaga

47/2016, sebelumnya

Permendagri Nomor

kemasyarakatan dan kemasyarakatan dan profil 32/2006).
pemberdayaannya. desa.
Sistem Informasi Situs desa, pengelolaan Data kependudukan, BP2DK, KSP

Desa dan | data kependudukan, dan anggaran, sosial ekonomi, dan | Kemenkominfo
Kawasan perencanaan aset desa,

(SIDEKA)

SAID/SAIK Pelayanan umum Data kependudukan Donor program
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Nama

Penggunaan

Isi

Institusi pengembang

Sistem Informasi
Desa berbasis

Pelayanan publik, situs
desa, blog, forum, dan

Data kependudukan, aset,
sektor; dapat dikembangkan

Combine Resource
Institution (CRI)

komunitas perencanaan desa dengan data lainnya

SIDEKEM (SI Pelayanan umum, Data kependudukan Pemda Pemalang
Desa dan | website desa

Kawasan)

Sumber: KOMPAK (2017)

Selain beragam bentuk itu, SID juga dapat dipandang posisinya diantara berbagai level

pemerintahan. Gambar 2.1 menunjukan posisi Sl desa di lingkungan nasional.

NASIONAL/ @ @_ﬁ@ @
‘+-—
PUSAT
Database Database Database Database
SIDEKA SLRT BDT BI’S
- - = - -
SIDEKA SLRT SEPAKAT Portal desa SIAK
A A | online |
PROVINSI/ v A +
KABUPATEN - -
SEPAKAT STAK
KECAMATAN B i:l D ] D
. b . e
Kecamatan  SAIK- Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Dashboard Landasan Dashboard Dashboard Dashboard
A A A A A
DESA = (=R = = =
SIDEKA- SAIK- SAIK- SID- SID-
BP2DK Landasan Unej CRI SIWANDAK|
Keterangan:

SLRT(Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) = Tools for updating poverty data

SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu = Tools for planning
SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) = Population system (by name by address)

Portal Desa Online = Village website under MoV domain

SAIK-Landasan (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) = Village Information System Developed by Mitra Turatea
SAID-Unej (Sistem Adminstrasi dan Informasi Desa) = Village Information System Developed by Universitas Jember
SID-CRI (Sistem Informasi Desa) = Village Information System Developed by Combined Resource Institute

SID-Suwandak = Village Information System Developed by local developer

SIDEKA = Sistem Inforarmasi Desa dan Kawasan

Gambar 2.1. Peta SID di Lingkungan SI Nasional
Sumber: KOMPAK (2017)

Keberadaan SID, dalam berbagai bentuk itu, sangat diharapkan dapat diakui oleh

berbagai level pemerintahan, hingga pemerintahan di level kementerian atau pusat.
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Sehingga data-data yang telah tersedia dalam SID dapat digunakan oleh pemerintahan
desa dan supra desa. Dengan begitu, pemerintahan desa dapat memiliki kedaulatan atas

data mereka sendiri.
2.1.3. SID sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Gambar 2.1 mengungkapkan posisi SID dalam lingkup pemerintahan daerah atau
kabupaten. Keberadaan SID menjadi suatu kesatuan dalam SPBE dari sebuah
pemerintahan daerah atau kabupaten. Sehingga, SID akan turut mempengaruhi evaluasi
SPBE kabupaten tersebut.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
telah menjalankan evaluasi SPBE pada lingkungan kementerian maupun pemerintahan
daerah. Pedoman pelaksanaan evaluasi SPBE dilingkungan pemerintah daerah atau
kabupaten berdasarkan pada dokumen Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan
Evaluasi SPBE. Pada prinsipnya, evaluasi SPBE melihat pada tingkat kematangan

kapabilitas proses dan tingkat kematangan kapabilitas layanan.

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan
organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan
kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses
diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur,

dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat Kriteria

1 —Rintisan | Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.

2 — Terkelola | Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi.
Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan

diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

3 - Terdefinisi | Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi.
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Tingkat Kriteria

Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai

pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.

4 —Terpadu | Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi.
dan Terukur | Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi.
Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap

proses penerapan SPBE.

5 - Optimum | Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenunhi.
Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara

berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Tingkat kematangan kapabilitas layanan merupakan pengukuran kemampuan
organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan
layanan SPBE vyaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan
publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5
(lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Kriteria

tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat Kriteria
1 — Informasi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 — Interaksi Kriteria Tingkat Informasi telah terpenunhi.

Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

3 — Transaksi Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenunhi.
Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan

menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

4 — Kolaborasi Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi.
Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

5 - Optimum Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi.
Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan

perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020
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Dari penilaian tingkat kematangan tersebut dapat dilakukan pengindeksan SPBE
pada sebuah kabupaten. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang
merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan (secara
keseluruhan ada empat domain: kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan SPBE). Nilai
indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan

berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Predikat Penilaian SPBE

No Nilai Indeks Predikat
1 4,2-5,0 Memuaskan
2 3,5-<4,2 Sangat Baik
3 2,6 -<3,5 Baik
4 1,8-<2,6 Cukup
5 <1,8 Kurang

Sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Predikat yang diperoleh sebuah pemerintahan daerah atau kabupaten menunjukan
tingkat kematangan SPBE terhadap seluruh domain, aspek, dan indikatornya. Sehingga,
predikat ini juga dapat menyandingkan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sistem
informasi pemerintahan (e-government) dari sebuah kabupaten terhadap kabupaten

lainnya.
2.2. Kerangka Teori

Peneliti telah melakukan kajian literatur terhadap beberapa lensa teori atau konsep-
konsep untuk menjawab empat pertanyaan penelitian. Gambar 2.2 dibuat untuk
mendemonstrasikan keterkaitan lensa teori yang digunakan dalam penelitian ini,

sementara peran dan tujuan dari setiap teori dirangkum dalam Tabel 2.6.
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Karakteristik teknologi

(TAM, Dol, TOE)
Mendukung
Institusionalisasi
(Institutional theory) Keterjangkauan Kapabilitas
SID Aparatur Desa
——Memperkuat Dynamic ——Menuju—»  Adopsi SID
Affordance ——Aktualisasi—® capability
theory
theory
Tata kelola kolaboratif

(Stakeholder theory)
Mendukung

Sumber daya pemerintah desa
(Resource based theory)

Gambar 2.2. Kerangka Teori

Gambar 2.2 menunjukan bahwa proses adopsi SID dimulai dari proses
institusionalisasi. Dengan begitu, SID yang diadopsi lebih memiliki arah dan legalitas.
Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejarah dan proses adopsi SID mulai dari inisiasi,
aturan dan regulasi, legitimasi, dan standardisasi implementasi SID untuk setiap desa
pada suatu kabupaten. Kabupaten lain dapat menjadi isomorfik dari kabupaten dengan
desa-desanya yang telah berhasil mengadopsi SID. Lebih lanjut, studi ini menambah
pengetahuan secara lebih mendalam terkait adopsi SI dengan menggunakan pendekatan
historis dari perspektif teori kelembagaan dalam konteks sektor publik yang masih jarang
dilakukan, khususnya di sektor pemerintahan desa. Teori kelembagaan juga dapat
digunakan untuk mempelajari sejarah proses adopsi pada suatu kebijakan (misal adopsi
SID) serta dampaknya pada organisasi (Wahid & Sein, 2013).

Selanjutnya, institusionalisasi dapat mengatur dan melegalkan para stakeholder
yang mau terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SID. Hal ini sangat sesuai dengan
prinsip tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang merupakan kondisi
dimana pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan publik, melakukan kolaborasi antar
organisasi maupun individu (stakeholder). Penelitian ini mengadopsi stakeholder theory
sebagai salah satu teori pendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori ini

memberikan lensa yang berguna dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan yang
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relevan dan memeriksa peran mereka dalam bergerak menuju adopsi SID yang dapat terus

berlanjut dan mencapai target-target dalam SDGs desa..

Gambar 2.2 menunjukan bahwa yang menjadi pusat dari kerangka pemikiran dalam
penelitian ini adalah bagaimana keterjangkauan SID dapat membentuk kemampuan
(dinamis) aparatur desa dalam konteks pemerintahan digital. Gambar 2.2 telah
mendemonstrasikan bahwa penerapan institusionalisasi dan tata kelola kolaboratif dapat
memberi pencapaian implementasi yang terus berlanjut dalam adopsi SID. Untuk dapat
memperkuat keterjangkauan SID yang teraktualisasi dalam kemampuan aparatur desa,
diperlukan sumber daya desa dan karakteristik teknologi informasi yang sesuai dengan

karakter pemerintahan desa.

Tabel 2.6. Rangkuman Peran dan Tujuan Setiap Teori dalam Penelitian

Nama teori Peran dan tujuan teori

Teori kelembagaan Mengkaji sejarah dan proses adopsi SID mulai dari inisiasi, aturan

dan regulasi, legitimasi, dan standardisasi implementasi SID.

Teori pemangku kepentingan Teori ini menjadi lensa yang berguna dalam mengidentifikasi

pemangku kepentingan yang relevan dan memeriksa peran

mereka dalam adopsi SID. Secara khusus, penelitian ini

menerapkan stakeholder theory untuk:

1) Identifikasi para pemangku kepentingan dalam adopsi SID

2) Menemukan peran pemangku kepentingan dalam eksistensi
SID.

Teori adopsi teknologi Penelitian ini lebih menyoroti teori adopsi teknologi dari sisi
karakteristik teknologi. Karena itu, beberapa parameter dari teori-
teori adopsi teknologi tersebut menjadi pedoman dalam
mengeksplorasi karakteristik teknologi seperti apa yang harus
dimiliki SID untuk bisa mencapai keterjangkauan SID sehingga
dapat membangun kapabilitas dinamis dari aparatur desa untuk
mewujudkan pemerintahan digital di level mikro-pemerintahan

atau pemerintahan desa.

Teori sumber daya Mengidentifikasi dan mengeksplorasikan sumber daya apa saja

yang harus dimiliki oleh pemerintahan desa agar dapat mencapai

keterjangkauan SID sehingga memberi kapabilitas dinamis pada
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Nama teori Peran dan tujuan teori

aparatur desa. Sumber daya yang 